LEMBARAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG |
TAHUN 2003 NOMOR: 5 SERI:D. 4

' PERATURAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG
NOMOR 4 TAHUN 2003
TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS KESEHATAN KOTA PADANG PANJANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA PADANG PANJANG,

I
i
t
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Menimbang : 5 bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan
di daerah secara berdaya guna dan berhasil guna dan dal‘f”“i
rangka mewujudkan pemerintahan yang efektif dan efesien "
perlu didukung oleh susunan organisasi perangkat daerah yang

luwes dan tepat schingga dapat melaksanakan Sel“mhi
kewenangan yang ada; !

b. bahwa dengan telah diselenggarakannya mgas-tugasl '

pemerintahan oleh Dinag Kesehatan Kota Padang Panjang Ya"gf; .
ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 200 »
entang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daeralt
di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang, maka sesudl-

C. bahwa berdasarkan
huruf a dan b di atas perly menetapkan Peraturan Daerah Kota,
Padang Panjang tentan

pertimbangan sebagaimana dimaksud pada’

Mengingat : 1.




10.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok
Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999
(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3890);

Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan
(Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3495);

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3839);

Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran
Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 3848);

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang
Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagal
Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang, Pedoman

Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000
Nomor 165);

Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000 tentang
Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor
193, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4014);

Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang

Pengangkatan Pegawal Negeri Sipil dalam Jabatan S
(Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 4018) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002
(Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 4194);

Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang

Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daer
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11.

12

13.

14,

15.

(Lemabaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4022);

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tenartzzﬁ
Pembinaan dan  Pengawasan  atas Pmyele“gﬁomor
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001

41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);

knik
Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang ;:n ik
Penyusunan  Peraturan  Perundang-undangan da; orotah
Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pe

dan ahun
Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara T
1999 Nomor 70);

Cara
Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

000
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2

. at
tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja P erangk
Daerah;

. mor
Keputusan Menteri Datam Negeri dan Otonomi Daerah NO

. atan
21 Tahun 2001 tentang Tejnik Penyusunan dan Materi MY
Produk-produk Hukum Daerah.

Dengan Persetyjuan

DEWAN PERWAKIp AN RAKYAT DAERAH KOTA PADANG PANJANG

Menetapkan

MEMUTUSKAN:

ADANG
* PERATURAN DAERAH KOTA P UKAN
PANJANG TENTANG PEMBENT

DRGANISASI DAN TATA KERJA D
SEHATAN KOTA PADANG PANJANG.



BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

L.
2.

VRN LA

12.
13. K

() Dengan peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tata K
Kesehatan_

- Kelompok Jabatan Fungsional
11.

Daerah adalah Kota Madang Panjang. _
Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom
lainnya sebagai Badan Eksekutif Daerah.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut DPRD adalah Badan
Legislatif Daerah.

Kepala Daerah adalah Walikota Padang Panjang.

Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Walikota Padang Panjang

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Padang Panjang.

Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang.

Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang.

Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD adalah unsur

pelaksana Operasional Dinas Keschatan di Lapangan. . .
adalah Kelompok Tabatan Fungsional di

Lingkungan Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang.

Otonomi Daerah adalah kewenangan Daerah otonom untuk mengatur dan

mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan

aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Eselonering adalah tingkatan jabatan struktural .
€wenangan Pemerintah Daerah adalah hak dan kekuasaan Pemerintah Daerah

untuk menentukan atau mengambil kebijakan dalam rangka penyelenggaraan

Pemerintahan,
BAB I
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Bagian Pertama
Pembentukan
Pasal 2

erja DinaS



; ini adalah
(2) Pembentukan Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (l? :;i]asa[l)al:ah g
untuk menyelenggarakan kewenangan pemerintahan oleh Pemerin

.. bidang
meliputi 11 (sebelas) bidang kewenangan wajib dan 10 (sepuluh)
kewenangan lainnya. :

Bagian Kedua
Kedudukan

Pasal 3

Dinas Kesehatan adalah un

seorang Kepala yang b

oo oled
sur pelaksana Pemerintah Daerah yang g‘g‘mp
¢rada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kep
melalui Sekretaris Daerah,

ala Dacrél

Bagian Ketiga
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 4
(1) Dinas Kesehatay

mempun
Daerah di bidang P

mi
i . an Otono
Yal tugas melaksanakan sebagian kewenang
Kesehatan,

arak asal %
Dinas Kesehatap mempunyai fune; -
- Perencanaan, |, gsi:

. Crumusan
- Ppemberian

o kebijakan teknis di bidang kesehatan;
Penizinan dap

pelaksanaan pelayanan umum,

sy Pelaksana Teknis Dinas;
San ketatausahaan Dinas Kesehatan dan i
. pel aksanaan ' . m.as esehatan sesual
bidang kesehatagna.s tugas lain yang diserahkan Kepala Daerah

o Qo oR
g =)
g
§

dengaﬂ




BAB Il
ORGANISASI

Bagian Pertama
Susunan Organisasi

Pasal 5

M Susunan. Organisasi Dinas Kesehatan terdiri dari :
Bagian Tata Usaha;

Sub Dinas Upaya Pelayanan Kesehatan;

Sub Dinas Pencegahan, Pemberantasan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan;
Sub Dinas Promosi Kesehatan dan Kesehatan Penunjang;

UPTD Puskesmas;

-UPTD Gudang Farmasi; dan

8 Kelompok Jabatan Fungsional.

e e o R

chatan adalah sebagaimana tercanfurm pada
Daerah 1ni.

@B
) Bagan Susunan Organisasi Dinas Kes
dak terpisahkan dari Peraturan

I .
aMpiran dan merupakan bagian yang ti

Bagian Kedua
Bagian Tata Usaha

aksanakan pelayanan aMisp‘aS;:
ada seluryh satuan Organisasi di lingkungan Dinas Kesehatan yang melipu
umum dan kepegawaian, keuangan, pendataan, evaluast dan pelaporan-

(1) Bag:
k:pg: A Tata Usaha mempunyai tugas mél

V) .
) gnluk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal mk
381an Tata Usaha mempunyai fungsi : -
p, Pengelolaan program administrasi umum dan kepegawaian;
c. g::geblaan program administrasi keuangan, , dan
' gelolaan program pendataan, evaluasi dan pelaporan,
¢ Relaksanaan uprusan Huxl)(?lm, Organisasi dan Tata Laksana serta Kehumasan-
Pasal 7

!Jsaha terdiri dari :
agian Umum dan Kepegawaian;
agian Keuangan; dan

5 Tty
Sub B

b. Sub B




¢. Sub Bagian Pendataan, Evaluasi dan Pelaporan.

Pasal 8

‘ . aa:akaﬂ

(1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai  tugas ;‘;E;‘g:;gﬁc urusan

program administrasi umum dan kepegawaian dalam arti mel o fanan dinad

surat menyurat, kearsipan, ekspedisi, penggandaan, administrasi alj(a?l pengelolaan
kenw nahtanggaan, peralatan dan perlengkapan kantor, melaksan

- cehumasan
administrasi kepegawaian, hukum, organisasi dan tata laksana, k
penilaian Angka Kredit Tenaga Kesehatan;

inistrast
8an mempunyai tugas menyelenggarakan program acel;][];kuaﬂ,
arti - melaksanakan penyusunan anggaran, P
pertanggungjawaban dap laporan keuangan;
o oas
Evaluasi  dan Pelaporan mcmpun}'?:m dt;]:m
dministrasi pendataan, evaluasi dan pela};ob Dindl
ginventarisasi data dari masing-masing :_[uasi dan
an, penyajian data, informasi serta ev

Bagian Ketiga

Sub Dinas Upaya Pelayanan Kesehatan

Pasal 9

an dan
) 1akan
Yanan Kesehatan mempunyai tugas melaksar clayand
aglan tugas Dinas Keschatan di bidang upaya p
kesehatan,

(2) Untuk menye]

€hggarakan
Sub Dinag Up

pasal in%
2as sebagaimang dimaksud pada ayat (1)
aya Pelayanan

Kesehatan me

e mpunyai fungsi : : an dan

4 Penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program pengawas
pelayanan kesehatap dasar dap rujukan;

b.  penyusunap kebij

akan teknis (¢
anan Keluarga B
an teknis dap pen

tan
escha
an  penyelenggaraan program K
erencana; dan —

: 171 1tus
yelenggaraan program gizi dan inst

keluarga dap pelay
C. menyusun kebijak

Pasal 10



b. Seksi Keseha
tan Keluarga dan Pel ]
. Seksi oo dammstts Keluarga Berencana; dan

Pasal 11

() ile:ns‘ , Pelayanan Kesehatan ~ Dasar dan Rujukan mempunyai  (ugas
melaifu;nggarakgn program pelayanan kesehatan dasar dan rujukan dalam arti
ik an pcumg‘lfat i dan pengembangan pelayanan keschatan dasar dan

jukan, kesehatan jiwa, kesehatan gigi dan kesehatan olah raga;

an Keluarga Berencana mempunyai tugas

2 .
(2) Seksi Kesehatan Keluarga dan Pelayan
uarga dan pelayanan Keluarga

g;nes;elenggman program  kesehatan kel
K eluarma dalam arti melakukan peningkatan kesehatan keluarga dan pelayanan
repro d‘gﬂ‘: ,Bereﬂcana yang meliputi kesehatan ibu, balita, anak, kesehatan

si, kesehatan remaja, kesehatan usia lanjut, rehabilitasi kesehatan dan

Pelayanan Keluarga Berencana;

3
) Smesl;st'qu dan Institusi mempunyai tugas mery:
Sist Si dalam arti melaksanakan perbaikan gizi masy at, sarana KIE gizh
em Kcwaspadaan Pangan dan Gizi dan Upaya Penanggulangan Masalah Gizi
sehatan lainnya-

eluarga, Usaha Kesehatan Sekolah serta institusl gizi/institust ke

Sub p; Bagian Keempat
inas Pencegahan, Pemberantasan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan

Pasal 12

(1) _ |

ISI:let:n Dmas. Pencegahan, Pemberantasan Penyakit dan Penyehatan qugklfl(;gall

peﬂcg unyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Kesehatan di bidang

( gahan, pemberantasan penyakit dan penyehatan lingkungan.

2) P
gntukD-me"y‘"l‘mggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (l).Pasa1 u:;l
Mem thas Pencegahan, Pemberantasan Penyakit dan Penyehatan Lingkung
a, Punyai fungsi :

Penyusunan kebijakan tekni
b, Pemberantasan penya.klt,
{),eﬂyuslman kebijakan teknis dan penye

Ingkungan; dan

Penyusunan  kebijakan teknis

Penyakit,

s dan penyelenggaraan program pcncegahan dan

Jenggaraan Pprogram penyehataf

rogran pengamatan

C.
dan penyelenggaraan p



Pasal 13

Sub Dinas Pencegahan, Pemberantasan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan ter
dari :

a. S‘;eksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit;
b. Seksi Penyehatan Lingkungan; dan
c. Seksi Pengamatan Penyakit.

Pasal 14

1 teknis,

. arti melakukan pengawasan, bimbingan a,
peningkatan keschatan i gan, sarana air It)mngum dan jamban kelua;g
Keschatan tempat.termpg UM, pengawasan tempat makanan minuman, dir;ram
llngklmgax} Pérmukiman  qp pestisida serta penyelenggaraan Ppr
pengendalian dan pencegahan pencemaran lingkungan hidup;

(3) Seksi Pengamatan p Cnyakit Mempunyai tugas menyelenggarakan prog;;]fz
Pengamatan Penyakit dalam artj melakukan pengamatan, pengawasan pem;iﬁan
pembuatan dafiar masalah kesehatan Masyarakat daerah dan agenda pe!;:;(,aan
i:nsfhaf;eb;?andomh el it menular, penelitian_epidemilog, P eulanga?

Yl dan pepgjai: . . enangg
Kejadian Lyay Biasa, Pengkajian penyakit degeneratif serta p

) Bagian Kelima
Sub Dingag Promog; Kesehatan gap Kesehatan Penunjang

Pasal 15
(l) Sub Dinas Pl‘omosi Kes h
melaksanakan sef, tan dan Kese

' i . : an
Kesehatan Penyp; ag:n 1835 Dinas Kesehatan dj bidang Promosi Kesehat

i tugas
hatan Penunjang mempunyai dan

.ni’
(2) Unmk-me'g'elengg.araka“ fugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal !
Sub Dinas Promosi Kesehagy,, dan Kesehagan Penunjang mempunyai fungsi :

~nk



a. pen T : i

: kes:l‘]l:tl:::n kebijakan teknis dan penyelenggaraan program promosi

. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan rogram upaya keschatan

. bersumber daya masyarakat; P i

: I}’G?ryuwngn kebijakan teknis dan penyelenggaraan program Registrasi,
editasi, Sarana dan Kesehatan Penunjang.

Pasal 16

Sub Dj .
Dinas Promosi Kesehatan dan Kesehatan Penunjang terdiri dari :

; 2:;:‘ Promosi Kesehatan;
N Seks? gpaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat; dan
i Registrasi, Akreditasi, Sarana dan Kesehatan Penunjang.

Pasal 17

(1) Seks; . i
eksi Promosi Kesehatan mempunyai tugas menyelenggarakan progrart promost
tan masyarakat, kampanye

tx::g dalam arti melaksanakan penyuluhan keseha ka
Iemai dan keselamatan kerja (matra), pembinaan program pendidik reproduksi
Ya dan pramuka kesehatan;

@ . .
! Is:ek:l lUpaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat mempunyal t:lgas
art] Yelenggarakan program upaya keschatan bersumber daya masy dalam
Melaksanakan pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan, eran Serta
B‘Ezyaraka." Pengawasan dan Pembinaan Tanameu Obat Keluarga, Peningkata?
dan p a Hidup Bersih dan Sehat, Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masy

rogram Kesehatan Terpadu;
(3) . .
fs:el;s I Registrasi, Akreditasi, Sarana dan Keschatan Penunjang mempunyal 1?;%:?1
eny‘?lenggarakan program Registrasi, Akreditasi, S?rana an Kesel -
°perunj~an g dalam arti melaksanakan pimbingan dan pembinaan terhadap keﬁl:m
Pem:,s 1onal sarana keschatan, kegiatan praktek gwasta tenagd keze e
prakt ®nan perizinan terhadap kegiatan operasional sarana kesehatat, legl g
ek swasta tenaga kesehatan, an dan pelap?

Men melaksanakan pencatat
8enai akfivitas sarana dan ftenagd kesehatan, melaksanakan pengd

Pen -
8awasan terhadap obat dan obat tradisional yan
rusak,

an .

penankOSmenk yang kadaluarsa afau

tamb, aig‘ﬂangan penyalahgunaan obat, narkoba, Zzat ¢ had

tragi % Serta melakukan pemeriksaan dan pengujian €11
Sional, makanan, minuman dan kosmetik.

1tif dan bahan ™



Bagian Keenam
UPTD Puskesmas

Pasal 18

(1) UPTD Puskesmas adalah Pelaksana sebagjan tugas Dinas Kesehatan
mempunyai wilayah kerja Kota dan Kecamatan.

Pasal 19

(1) UPTD Puskesmas mempunyai tugas melaksanakan sebagian perumusan
penyelengaraan  kebijakan teknis dj bidang pelayanan pembinaan
Paya kesehatan secara paripurna kepada masyarakat di wi

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pzsal
UPTD Puskesmas mempunyai fungsi:
a. penyelenggaraan kebijakan teknis pemulihan kesehatan, perawatan
rujukan;
b. penyelenggaraan kebijakan teknis

c.
d. penyelenggaraan kebij

Puskesmas; dan
e. penyelenggaraan keb

ijakan teknis pengelolaan urusan administrasi
Puskesmas.

(3) Susunan Organisasi UPTD Puskesmas terdiri dari :
Urusan Administrasi;
Urusan Pemulihan Kesehat

an, Perawatan dan Rujukan;
Urusan Pencegahan, Pemn

berantasan penyakit dan Penyuluhan Kesehatan.
Urusan Pelayanan Khusus dan Penunjang Kegjatan;
Puskesmas Keliling, Puskesmas Pembantu, Bidan Desa ; dan
Kelompok Jabatan Fungsional,

e Qe o

(4) Bagan Susunan Organisasi UPTD Puskesmas adalah sebagaimana tercanturn;
lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah



Pasal 20

(1) Puskesm .
tenaga Ua;ﬂl)( el:ll;;g merupakan tim pelayanan kesehatan keliling terdiri dari
dan peralatan kp hesmas yang dilengkapi dengan kendaraan bermotor roda empat
(2) Puskesmas K 18'15-6 atan, sarana-sarana penyuluhan dan tenaga dari Puskesmas.
Puskesmas diic:l::sg' memP‘myai tugas melaksanakan pelayanan kesehatan UPTD
i yang jauh dan prasarana pelayanan yang ada.

Pasal 21

(1) Pusk
bertangg:sn P_embamu dipimpin oleh seorang Kepala Puskesmas Pembantu dan
g jawab kepada Kepala UPTD Puskesmas.

bantu melakukan kegiatan-kegiatan

2) Py
skesmas Pembantu mempunyai tugas mem
lingkup wilayah yang Jebih kecil.

Yang dj
g dilakukan UPTD Puskesmas dalam ruang

Pasal 22

(1) Bidan
idan Desa adalah Bidan yang ditempatkan dan

Wilayah ker:
kerja satu sampai dengan dua desa/kelurahan, calam mel ’
a, bertanggung/?

pelaYaIl . X
langs‘m;nkmed‘k baik di dalam maupun di luar jam kerjany
epada Kepala UPTD Puskesmas.

@) B;

J Bidan )

an an Desa mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pelayanan Kesehatan ibU
. ak, keluarga berencana.

Bagian Ketujuh

UPTD Gudang Farmasi
(1) Pasal 23
bidang Gudang Farmasi adalah pelaksana sebagian tugas Dinas Kesehatan di
@ Pengelolaan Gudang Farm asi.
UPTp
Cpala ;eb?,gaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini di pimpin olehD;::sfa“g
Mt yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala .
124
My Pasa
PTD s
PSnYelegudang Farmasi mempunyal tugas melaksanakan sebagian P er;i‘]‘( dlan
ggaraan kebijakan teknis pengelolaan obat, alat kesehatan o
>






